
Disampaikan oleh : 

Drs. Dohri As’ari 
Kepala Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur 



 
 
 
 
 
 
 
 

Jenis dokumen perencanaan Pembangunan daerah 
(Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) 

 

 Tingkat  Daerah Provinsi/Kab/Kota 
  

1) RPJPD adalah  dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua 
puluh) tahun. 

 

2) RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan  berakhirnya  masa jabatan 
Kepala Daerah. 

 

3) RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

 

   
  

  

  
  

  



Jenis dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

 Lingkup  OPD 

1) Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah  untuk periode 5 (lima) 
tahun. 

 
2).Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

  
  

  

  
  

  



 
 

 
 

 
 



  



 

Forum Konsultasi  Publik 
Rancangan Awal RKPD 

Rancangan Awal RKPD 

Musrenbang Kecamatan 

 

Rancangan RKPD 
Musrenbang Kabupaten 

Rancangan Akhir RKPD 

Penetapan RKPD 

 
 

Forum Pembahasan Rancangan Awal 
RKPD bersama dengan Kepala 

Perangkat Daerah dan Pemangku 
Kepentingan untuk memperoleh 

masukan dan saran Penyempurnaan 

 





  



Peningkatan ketahanan desa 
adalah Peningkatan kemampuan desa untuk 

mengatasi tantangan eksternal dan internal, 

seperti perubahan iklim, bencana alam, masalah 

ekonomi, dan krisis kesehatan. 

Hal  Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

seperti meningkatkan infrastruktur fisik, 

meningkatkan akses terhadap sumber daya, 

meningkatkan keterampilan penduduk desa, dan 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pengambilan keputusan.  

Tujuannya adalah untuk membuat desa lebih 

stabil, sejahtera, dan mandiri. 

 



Akselerasi reformasi birokrasi 

adalah upaya untuk percepatan proses 

implementasi perubahan dan perbaikan 

dalam birokrasi pemerintah melalui 

peningkatan efisiensi, transparansi, dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan 

pemerintahan. 

 

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

meningkatkan efisiensi, dan mengurangi 

korupsi.  

 



Demokrasi substantif adalah suatu 

konsep yang menekankan pada kualitas 

dan efektivitas proses demokrasi, bukan 

hanya pada keberadaan mekanisme-

mekanisme formal demokrasi.  

 

Demokrasi substansif  mengutamakan 

partisipasi aktif  warga negara dalam 

pengambilan keputusan, perlindungan 

hak-hak asasi manusia, dan pemerataan 

kesempatan bagi semua individu dalam 

masyarakat. 

 



 

  



  

 



  

 



 

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan 

pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 

2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang 

berkualitas dan merata 

3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah 

produk unggulan daerah 

4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang 

berkualitas dan merata 

5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang 
berkelanjutan 

 



01 

03 

05 

02 

04 

Pemantapan Kualitas layanan 

pendidikan dan kesehatan 

Peningkatan pertumbuhan 

ekonomi daerah melalui perluasan 

usaha dan kemudahan investasi 

pada sektor pertanian pariwisata 

dan ekonomi lokal yang 

bertransformasi digital Meningkatkan kemandirian 

Desa dalam  mendukung   

kemajuan pembangunan 

daerah 

Penguatan Tata Kelola 

Pemerintahan dan pelayanan 

publik yang Inovatif 

Pengelolaan Sumber Daya 

Alam berbasis  kelestrian 

lingkungan berkelanjutan 

06 Memperkuat Toleransi Umat 

Beragama dan Nilai Budaya 

untuk mewujudkan stabilitas 

daerah yang kondusif 



 

URAIAN APBD TAHUN 2023 PROYEKSI APBD TAHUN 2024 

PENDAPATAN 1.714.005.834.919 1.719.034.301.895 

Pendapatan Asli Daerah 384.403.489.900 368.077.124.895 

Pendapatan Transfer 1.273.572.345.019 1.293.457.177.000 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 56.030.000.000 57.500.000.000 

BELANJA 1.763.745.393.187  1,765,448,228,050 

Belanja Operasi 1.158.800.457.493 1,170,552,771,912 

Belanja Modal 269.272.220.164 259.222.740.606 

Belanja Tidak Terduga 3.500.000.000 3.500.000.000 

Belanja Transfer 332.172.715.530 332.172.715.530 

Surplus/(Defisit) (49.739.558.268) (46.413.926.155) 

PEMBIAYAAN 

Penerimaan Pembiayaan 59.739.558.268 56.413.926.155 

Pengeluaran Pembiayaan 10.000.000.000 10.000.000.00 

Pembiayaan Netto 49.739.558.268 46.413.926.155 

 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan  
 

0 0 



 

URAIAN 

 

PROYEKSI  TAHUN 2024 

 

% 

Pendapatan 
1.719.034.301.895 

 

Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 46.413.926.155 

Total penerimaan  1,765,448,228,050 

Dikurangi : 

Total   Belanja   Wajib   dan   Pengeluaran Yang   Wajib   Mengikat   Serta   

Prioritas Utama 
1.072.524.537.520 

Gaji Pegawai/ 

DPRD/KDH,ADD,Bagi 

Hasil (Penyertaan 

Modal), BKK, Hibah 

Parpol, 

MandatorySpending 

Belanja Rutin Mengikat  146.175.031.008 

Biaya Pemeliharaan, 

Tagihan Listrik Air 

Telepon, Surat kabar, 

Biaya tidak Terduga, 

BLUD 

Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah 546.748.659.522 



 
Kapasitas riil keuangan Daerah dihitung dengan mengurangi total penerimaan Daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak 

langsung. Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. 

 Kelompok Prioritas 1 dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan 

pelayanan dasar 

  Kelompok Prioritas 2 dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah 

 Kelompok Prioritas 3 dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya 

MANDATORY SPENDING  

 Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan 

paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% 

(sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pengawasan dengan klasifikasi APBD diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan 

Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah 

 Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah 

Daerah dimaksud, sekurang-kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 

 Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan 

kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota 



 

  

SUMBER DATA :  SISTEM  INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA 

JUMLAH USULAN 125 DESA 3 KELURAHAN = 847 USULAN 

JUMLAH USULAN DESA YANG DITERUSKAN SETELAH MUSRENBANG 
KECAMATAN = 2 USULAN X 128 DESA KELURAHAN = 256 USULAN 




